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PENETAPAN

Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BI SV ILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut,

dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro
Jambi, selanjutnya disebut Penggugat.
Melawan
TERGUGAT umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
swasta; bertempat tinggal Kabupaten Muaro
Jambi, selanjutnya disebut Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dimuka

persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perceraian
tertanggal 06 September 2010, yang telah terdaftar di

kepaniteraan Pengadilan  Agama Sengeti dengan register
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Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 07 September 2010 telah
mengajuukan hal- hal yang pada pokok sebagai berikut:

1 Pada tanggal 28 Agustus 1996 Penggugat dengan
Tergugat  melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh PPN KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, ( Kutipan Akta Nikah Nomor:
246/6/X/1996 tanggal 01 Oktober 1996 ) Sesaat
setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak.

2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat  tinggal di  rumah kediaman
bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten
Muaro Jambi hingga sekarang. Selama pernikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami isteri ( ba'da dukhul )
namun belum dikaruniai anak.

3 Kurang lebih sejak bulan Nopember 2007
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mul ai goyah karena diantara Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara
layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau
bekerja dan Tergugat tidak mempuny ai
penghasilan.

b. Tergugat tidak mau menjaga hubungan baik
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dengan orang tua Penggugat pada hal  hidup 1
rumah.

4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih  kurang
pada bulan Juli tahun 2010 yang akibatnya
Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sudah
selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah
tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin,
dan Tergugat selama pernikahan tidak pernah
memberi nafkah/belanja kepada  Penggugat untuk
kebutuhan  sehari- hari hanya mengandalkan gaji
Penggugat dan kadang- kadang dibantu oleh orang tua
Penggugat .

5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera
memeriksa dan mengadi | i perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai:
Primair:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat.

c. Manbebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
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yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan vyang telah ditetapkan
Penggugat dan  Tergugat datang sendiri menghadap di
persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, demikian juga dengan cara mediasi oleh Mediator
Dra. Hj. Siti Faridah agar bersabar dan kembali hidup rukun
dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan
perkaranya, namun usaha tersebut berhasil.

Selanjutnya Penggugat meny ampai kan surat
Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 21 Maret 2011,
dengan alasan Penggugat belum memperoleh surat izin atasan
sedangkan masa proses perkaranya telah sampai 6 bulan.

Bahwa kemudian penggugat menyatakan mencabut atas
gugatannya sebab Penggugat belum memperoleh surat izin
atasan dan  akan mengajukan gugatannya lagi setelah
Penggugat memperoleh surat surat izin atasannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjuk segala hal hal- hal sebagaimana tercantum dalam
berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat

sebagaimana telah diuraikan diatas.
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Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan
Pencabutan Perkara tertanggal 21 Maret 2011 Penggugat telah
mencabut perkaranya karena Penggugat belum memperoleh surat
izin atasan sedangkan masa proses perkaranya telah sampai
6 bulan.

Menimbang. bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut
perkaranya karena Penggugat belum memperoleh surat izin
atasan sedangkan masa proses perkaranya telah sampai 6
bulan maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan
pencabutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut
bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan
Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang—undangan yang
berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENET
APKAN
1. Menyatakn perkara Nomor: 206/Pdt.G/2010 telah selesai
karena di cabut.
2. Manmbebankan kepada penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp
491.000,- ( Empat ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah ).
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Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah
Majelis Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1432 H. Oleh kami
Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Mgjelis, didampingi  oleh
Suryadi. S.Ag dan Nurbaeti. S.Ag masing- masing sebagai
Hakim Anggota dibantu Yusnita, SH.. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SURYADI. S.Ag.

Drs. JAHARUDDIN.

2. NURBAETI. S.Ag.
PANITERA

PENGGANTI

YUSNITA SH,
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp 30.000,-

2. Biaya Proses Rp 50.000, -

3. Panggilan Rp  400.000,-

4. Materai Rp 6.000, -
5. Redaksi Rp 5.000,-

6. Juml ah Rp 491.000,- (Empat ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah).
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